
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALI\,{AHtrRA tsARAT

NOMOR 7'A rAHUN 2A24

TENTA}IG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJi KETiGA BELAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

rAHUN 2424

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 a_vat i2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2A24 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;'!:ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O24;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang*Undang Dasar Negara Repubriik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat seLragaimana
eiah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan KaLrupaten Hahnahera Utara, Kabupaten
F{aimahera Seiatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Haimahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
Di Provinsi Maluku Utara;

4. Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
In<ionesia'Thhun 2Ai4 lrtromor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia lt{omor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diul:ah terakhir dengan Undang*
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan g Namor
2 Tahu-n 2022 tentang Cipta Kerja ii,embaran itiegara
Republik indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil
Negara;

b.

d



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2A24 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Beias
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Trrnjangan Tahun 2A23 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A24 Nomor 50, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun?O18 tentang Perubahaa
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahurr
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun zALg Nomor
157);
Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2424;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024
tenta.ng Penjabaran Anggaran pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggarart
2424;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2424.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Halmahera Barat.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala

Organisasi Perangkat Dearah Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

6.

-t.

8.

L

10.

11.

12.

13.

Menetapkan :

N



Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Der,t'an
Perw-akilan Ralcy-at Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun 1945.
Pegawai Negeri Sipii l'ang selanjutnSra disingkat PNS adaiah
\{,'arga negara lndonesia yang memenuhi syarat tertentu.
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegarnaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabrat
negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.
Anggota Deq,an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva
disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat.
Calon Pegaw'ai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut.
CPNS aclalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai
Negeri Sipil belum mengikuti kernajiban untuk memenuhi
syarat sebagai Pegarnai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
Pegarvai Pemerintah dengan Pe{anjian Keqa },ang
seianjutnya riisei:ut PPPK adaiah \,varga l{egara indonesia
yang memenuhi s5,3131 tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu daiam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
Hari Ra3ra adalah hari ray-a ldul Fitri.

BAB II
PEMBTRIAN TUIIJANGAN HARI RAYA DAII GAJI KE"rIGA BETAS

Pasal 2

{t} Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan
kepada:
a. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
b. PPPK yang bekerja pada instansi daerah;

Bupati dan Wakii Bupati;
n:**.:*^.^ .]^* A*-^^+^ T-\IfI)n'r lltlPllld.lr (l{f,.ti nllH,SULa:t LJI I\lJ.

Fimpinan Badan Layanan Umum Daerah;dan
Pegarvai Non Pega-wai Aparatur Sipil negara pada perangkat
daerah yang menerapkan poia pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

/O) .F',-.i^*aam IJ^*i I)n' n +iJ^1, .lil'^-il,^* I'o^^A^ PNS:(zi i tiiiJd,l i56i i i iGi l iaG.r a L.utu\ uluL r rr\qtt r\liJquq

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam

negeri maupun diluar negeri yang gajin},a dibayar oleh
instansi ternpat penugasan.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Ra3,a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
a-vat i1) terdiri atas:
a.. Gaji pokok;
Lr. Tunjangan keluarga;
c. Tunjan.gan pangan;
d. Tr-rnjangan jabaian atau tunjangan umum; dan

6.

t.

8.

9.

10.

11.

L2.

C.
.7Lt.

f.
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e. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima
daiam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemarnpuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran
penclapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan
pengahasilan sel-:agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dapat diberikan paling banyak sebesar tuqjangan profesi guru
atau paiing Lranrvak sebesar tambahan penghasilan guru
Aparatur Sipii Negara yang diterima dalam 1 (satui bulan.

(3i Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Penvakilan Rakr,-at Daerah, paiing ban-vak
sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga,
dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Der,r'an
Perwakilan Ralryat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dar:
administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah.

(4) Tunjangan Hari RaSza dan gaji ketiga belas bagi:
a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum

Daerah; dan
b. Pegawai non-Pegannai Aparatur Sipil Negara yang bertugas

pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Baclan Layanan Umum/Badan Layanan Umum
Daerah.

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas

-vang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan
Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan,
peringkat jabatan, atau keias jabatannya setara.

i5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) buian pada 2 {dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada y-ang
Lrersangkuian tetap <iiberikan seiisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

(6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS
meliputi:
a. 80 7o {delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
1. ff--,-:- -- --- -_ I-_1u. l uil-laIrBaIr b,erual'B,a;
c. Tunjangan pangan;
d. Tunjangarr umum; dan
e. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima

dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
mernberikan tambahan penghasilan dengan memperhattkan
kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Gaji Ketiga Belas
E)qeal d-

Besaran Pemberian GaJi Ketiga Belas berlaku secara Mutatis
Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) , a5rat (3), ayat
(4}, ayat {5) dan ayat (6}.

A
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BAB III
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

{1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan diba3,arkan
paling cepat 10 {sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari
Tl^--^r\idvid-

{21 Daiam ha1 Tunjangan Hari Raya sebagaimana climaksud
pada a"r,-at (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Ra3,..a

dapat dibayarkan setelah tanggai Hari Raya.

i3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada a-vat (i) didasarkan pada
besaran komponen penghasiian yang dibayarkan pada
bulan Maret Tahun 2424.

{a} Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan iuran
s^-^ I 1^:-^ I^^-J^^^-I-^- 1.^+^.^+,uarr/irLciu lruLUllBall ld.lll rJgrLld.Sd.r l\cfll t\CLCtrLL.ld.rr iJCid.tuiitrr

perundang-und.angan.

{5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggr"lng
pemerintah.

i6) Proses Pembayaran Tunjangan Hari Ra}ra dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

rt^-!-- t ^)--^.crarE,rarrr r}E tl lra:t

Gaji Ketiga Belas
Pasal 6

{1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2421..

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Beias dapat
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

(3i Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
besarannya y''aitu sebesar penghasilatr 1 {satui bulan pada
bulan Mei Tahun 2424.

(a) Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada a3rat {1}
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

(6) Proses Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB TV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemLrerian tunjangall hari raya dan gaji ketiga belas
dapat l-)ersumber dari :

a. Anggai-art peneiapatar: rlan belanja Daerah:
"b. Slrmher pembia3''aan larn 3'ang sah dan tidak mengikat. d



BAB V
KETE!{TUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Ra-va dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2A23 dicabut dan din;'atakan tidak beriaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai trerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap +raTlg mengetah'Jin-,'4, nemer"intahkan pengundangan
Feraturan Bupati ini dengan penempatanny-a dalarn Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barai.

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal l8 Maret 2A24

SEKRtrTARIS DAERAF{ KABUPATEN

BUPATI

HALMAHERA BARAT

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Jailolo
2024

ERA BARAT,

2A24 NOMOR..9..

M. SYAIffi.IL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALhIAHERA BARAT TAHUN

Saii::an sesuai dengan aslinya
Kepaia Bagjan Hukum Dan Organisasi

Lalomo, SH. LL.M
IY la

Nip. 19730128 200604 1 009

JAMES UANG

Jason

d


